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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat
keragaman budaya yang cukup tinggi, baik dari segi keragaman kelompok
etnis, agama dan corak budaya masing-masing etnis dan agama tersebut.
Keragaman tersebut seyogyanya menjadi kekayaan bagi daerah, disamping
kekayaan alam yang dimiliki Kalimantan Barat. Namun kenyataannya, dari
keragaman tersebut telah timbul beberapa kali konflik sosial yang melibatkan
beberapa kelompok etnis. Menurut catatan resmi polisi daerah Kalbar (1999)
bahwa, antara tahun 1963 hingga 1999 paling tidak telah terjadi kurang lebih
12 kali kontflik lokal antara kelompok etnis di Kalbar. (Al Qadrie, 2002:169;
Hendry, 2003:201; Munawar, 2003:3-4; Marzali in Stokhof and Djamal, 2003:
15).

Meskipun kekerasan dalam konflik Sambas — yang nota bene dianggap
sebagai konflik yang paling besar — telah berakhir, namun status konflik
tersebut masih pada tarap simmering, yaitu belum terselesaikan akar
konfliknya. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak boleh kembalinya orang
Madura ke Sambas. Masih tumbuh prasangka dan dendam kesumat di antara
kedua belah pihak yang bertikai.

Kondisi simmering konflik tersebut tidak jarang dimanfaatkan oleh para
elit politik untuk mencapai tujuan praktis politiknya. Sentimen konflik dan
sentimen kesukuan dipakai untuk mendulang perolehan suara dalam Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada), baik Gubernur maupun Bupati/Walikota. Dalam
kasus Pemilihan Gubernur misalnya, Gubernur terpilih (Cornelis) yang nota
bene dari etnis Dayak dan pasangannya (Christiandi) dan etnis Tionghoa
“memanfaatkan” isu mengembalikan pengungsi Madura ke Sambas sebagai
strategi untuk mendapat dukungan dan simpati dari etnis Madura. Kemudian,
dalam konstelasi yang lebih makro, pertimbangan-pertimbangan keterwakilan



etnis masih menjadi fakior penentu keberhasilan dalam mendulang suara,
disamping faktor-faktor lain seperti agama, ketokohan dan dukungan
“finansial*. Oleh karenanya, kondisi terakhir yang dapat kita saksikan di
Kalbar, pada saat momentum Pilkada dan Pilgub maka bermunculanlah
lembaga-lembaga Paguyuban yang menjadi pendukung salah satu pasangan
dan etmis paguyuban tersebut.

Menurut hemat peneliti, kondisi ini lambat laun akan berdampak terhadap
“penguatan” potensi konflik sosial. Konflik-konflik tersebut memang atas
nama konflik politk yang bersifat pragmatis dan temporal. Namun, ketika isu-
isu kesukuan dan agama yang digunakan maka konflik yang akan terjadi tidak
akan sesederhana konflik politik praktis. Kalau hal tersebut sempat terjadi,
maka Kalimantan Barat akan sulit bergerak maju mencapai kesejahteraan bagi
seluruh masyarakatnya

Pemanfaatan isu agama dan etnis tampaknya akan tetap menjadi trend
dalam beberapa agenda politik dalam waktu dekat, seperti Pemilihan Walikota
Pontianak, Pemilihan Bupati Sanggau, Kubu Raya dan Kabupaten Pontianak.
vang akan diadakan serempak pada tanggal 25 Oktober 2008. Beberapa
kalangan menilai bahwa, kemenangan Comelis dan Christiadi (masing-masing
dari etnis Dayak dan Cina) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan
Barat, mengalahkan tiga calon lainnya dari etnis Melayu, dinilai masih
meninggalkan residu konflik. Dalam konteks Kota Pontianak, salah satu kasus
vang sening dirujuk sebagai bentuk “fest case” dan “kekecewaan® tersebut
adalah yang populer dengan kejadian Gang 17, yaitu konflik kekerasan antara
orang-orang Melayu (dan Arab) dengan Cina  Konflik ini juga dinilai
meninggalkan residu, terlebih lagi dalam penetapan calon tetap Pilwako Kota
Pontianak, setidaknya ada 3 orang calon dari etnis Cina. Satu orang menjadi
calon Walikota, dan dua lainnya, menjadi calon wakil walikota.

Namun, dalam konteks penelitian ini, kami tidak hanya melokalisir potensi
konflik tersebut pada wilayah tersebut, karena berdasarkan pengalaman-
pengalaman proses politik (Pilkada) sebelumnya, selalu saja terjadi berbagai



macam koniik, pada sotiap tahapan proses Pilkada  Konfik yang kami
maksodkan dalam konteks ponaliian i, tidak semata konik kekerasan, akan
o somaa dontuk konfhik (confhictng situation) yang terjadi dalam proses
Dilknda

Panalmian M akan difokuskan pada kasus Perilihan Walikota (Pilwako)
Koua Pommamak, karena portmbangan keterbatasan waktu dan  sumber
pondamazn Disampma i uga, kota Pontianak memiliki nilai yang paling
sraras. karoma merupakan “barometer” perkembangan Kalbar (karena
sohagm ihukota Propmsi Kalbar) dan subu polinknya dinyakini akan jauh lebih
wmga didandmzkan dengan daerah-daerah laimnya

R Masaleh Penclitian
Mzsalah utama dan panelitian v adalah, konflik politik seperti apa yang
raradh dalam proses Pitwako Pontianak  Berdasarkan masalah utama tersebut
uikam dgabarkan lag dalam beborapa pertanyaan penelitian, sebagaimana
harikut
1 Bagmmana peran tokoh atnis dalam pemilihan wali kota ?
2 Fakvor-fakior apa saja vang mempengaruhi tokoh etnis dalam menentukan
pilitan 1erhadap calon wali kota ?

C. Tojuan Penclitian
Secara umum tujuan vang ingin dicapai dani penelitian ini adalah
menemukan sokaligus mendeskripsikan potensi konflik politik pada pemilihan
Walikora Pontianak  Solamjutnya fujuan umum  tersebut dapat diyabarkan
menach mpuan khusus sobagal berikut
] Ingm mengetahui peran tokoh etnis dalam proses pemilihan Walikota
Pontianak
2 Ingim mengetahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tokoh etnis
dalam menentukan pilihan terhadap calon wali kota

D hegunssn Penclitian



Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut

1. Memberi gambaran tentang potensi konflik politik pada pemilihan
Walikota Pontianak sehingga dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dan
pemerintah upaya untuk mencegah dan atau meminimalisir konflik dan
potensinya.

b

Memberi masukan pada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung dalam melaksanakan Pilkada,
sehingga potensi konflik politik yang mungkin akan tejadi dapat
dinetralisir atau diminimalisir.

Memberi masukan pada Center for Acceleration of Inter Religious and
Ethnic Understanding (CAIREU) dalam membangun data base tentang
konflik dan potensi konflik secara institusional dan melakukan kajian-

_b-l

kajian khusus tentang konflik dan potensi konflik untuk mencari model-
model terbaru antisipasi dan penyelesaian konflik.

4. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya yang
ingin mengkaji lebih mendalam untuk memperoleh perbandingan sehingga

memperkaya temuan-temuan penelitian ini.

E. Landasan Teoritik dan Kerangka Konseptual Penelitian
1. Peran Elit Dalam Proses Politik

Menurut Alfan Alfian (Dalam Pelita 2007) studi tentang pendekatan
elite sudah populer dikenal dalam kajian-kajian sosiologi-politik. Dengan
mengutip T.B. Bottomore dalam bukunya berjudul “Elite and Socien™
bahwa, term elit telah digunakan pada abad ke-17 untuk menggambarkan
barang-barang dengan kualitas yang sempurna. Penggunaan kata it
kemudian diperluas untuk merujuk kelompok-kelompok sosial yang
unggul, misalnya unit-unit militer kelas satu atau tingkatan bangsawan yang
tinggi Atau dalam konteks Indonesia, menurut Saurip Kadi (dalam
Kompas, 2001) bahwa, istilah elite sering digunakan untuk menyebut pihak
vang memiliki akses untuk melaksanakan perubahan sosial dan politik
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kwm!ﬂ!aPM“mmﬁhkapama s” yang berbeda-beda.
Yang memiliki “indeks tentinggi” dalam cabang kegiatan masing-masing,
maka itulah elite. Delwkm%nmekaymgmamuberdiﬁdimk
wmmk@mwmmmmamem
Kmeﬁdmmﬁmpamw@pmpﬁiﬂmpmmgﬁive,
sepetﬁtﬁmlisdehCEveBeﬂ(@an%A}ﬁaxLM)dalambukunya
Cnﬁzaﬁmbahm,dalamsdunhmwakaymgberadab,eﬁtdapm
mmkm&aﬁipamﬁﬁwpoﬁiﬁdmmmmgaﬁve.
nilai, dan kualitas-laualitas tersebut dianamban dan dipelihars oleh kaum
elit Kemudian sehaliknya, peradsban jugs bisa hancur manakala elit
bertindzk sebzliknyz.

Tentu terma efit ind akan senzatizsz berkembang, tidak semata dalam
konteks kebudayaan sepenti it kebudayzan, it etnis dan termasuk pula
elit kezgamean Seperti peran kyz di Jawa sebaga elit kebudayaan atay
wstilzh C. Geenz (1963) Culturzl Broker, dalam tufisan Geertz dan Hiroko
Horikoshi, 1987. (dalam Agus Salim (peny), 2001) Peran para elit inj tentu
sangat diperfukan.  Meskipun ia mengzlams pasang surut, kadang peran
tersebut & tengzh, kadang ia bergeser ke pingiran.  Sepeti hasil penelitian
Sunyoto Usman (1991) temang pesgeseran peran el (Jebih marginal)
keagamaan dalam mesyarakan & Jawa  Tapi, tetzp saja peran-peran
pemimpin kebudayaan ind tetap idup dalam masyarakat Tidak terkecuali
pada masyarakat Kalimeman Barzt Pean-peran tokoh etnis sangat
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menonjol, terutama dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat dan

termasuk juga dalam momentum-momentum politik praktis.

. Pendekatan Prilaku Pemilih Dalam Proses Politik.

Berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi
pemilih biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sosiologis,
budaya, struktural maupun psikologis. Scott C. Flanagan (1991), David
Denver (1989), Gerald Pomper (1978) dan Seymour Martin Lipset (1981)
adalah para tokoh yang mendukung pandangan bahwa, faktor sosiologis
dan budaya merupakan faktor yang mempengaruhi prilaku pemilih.
Sedangkan Angus Campbell (1976) lebih melihat faktor psikologis (seperti
pengetahuan, sikap dan kepercayaan terhadap kandidat) sebagai faktor
dominan yang mempengaruhi prilaku pemilih. Kemudian Ian Mc Allister
(1992) dalam bukunya Political Behaviour: Citizen, Parties, and Elites in
Australia berpandangan bahwa, faktor struktural (kedekatan kelas sosial-
ekonomi, desa-kota) dan faktor ekologi (kedekatan karakteristik wilayah
pedalaman, pesisir, pertanian dlsb) sebagai faktor dominan yang
mempengaruhi prilaku pemilih.  Ini berdasarkan hasil riset yang
dilakukannya terhadap prilaku pemilih di Australia. Sedangkan Richard
Niemi dan Herbert F. Weisbergg (1984) dalam bukunya Controversies of
Voting Behaviour memperlihatkan bahwa, kecenderungan perilaku pemilih
di beberapa negara bagian Amerika adalah pemilih yang rasional, cenderung
pragmatis dan ekonomis. (Syafarudin, 2008). Dalam kenyataannya, boleh
jadi prilaku pemilih tidak semata didasarkan pada satu variabel saja, akan
tetapi boleh jadi beberapa faktor bekerja sekaligus.

Dalam kaitannya dengan faktor pertimbangan etnis, ini termasuk
kepada faktor sosiologis dan budaya. Sebagaimana hasil studi yang
dilakukan oleh Aris Ananta dkk (2004) (dalam Syafaruddin, 2008)
menunjukkan bahwa, etnis adalah salah satu penjelas dalam prilaku pemilih

di Indonesia. Namun, penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Saiful
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Mujani dan William Liddle (2004-2007) malsh menumukkan hasl vang
sebaliknya, bahwa, etnis bukanlah variabel penting dalam menemrukan
pilihan pemilih.  Faktor karakteristik wilayah diduga juga tuns
membenikan kontnibusi terhadap perbedaan intensitas isu etnis ini sehazm
faktor yang menentukan pilihan,

Berdasarkan hasil niset Lingkaran Survei Indonesi {(delzm
Syafaruddin, 2008) tentang Faktor Etnis dalam Pilkada. di Tiza Provins
(Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Bangka Beltung) Riset mn
menunjukkan bahwa, ada perbedaan antara ketiga wilayeh tersebu rerksit
dengan sentimen etnis dalam pemilihan Pilkada & Kalimeman Bars
memperlihatkan bahwa, faktor etnis memainkan peran vang SEnoEt pennng
Sementara di dua dserah lainnya, sentimen etmis relenf lehih keci
Sentimen etnis dianggap sebagai prilaku politik yang tidek rasionsl Oish
karenanya, berbagai kalangan berupava mengerskksn pendulum i dsri
kecenderungan preferensi tidak rasional menjadi Jebih rasional

Teori pilihan rasional (rational choice theorv) dianggap sshesai teom
yang relevan dalam penelitian tentang polincal behavior. Teon m
memusatkan perhatian pada aktor, karena aktor dipandang sehagzm manusia
yang mempunyai tujuan dan maksud vang tertuju pada upsve umuk
mencapai apa yang mereka inginkan.

Dalam sosiologi teori ini dipopulerkan oleh James Coleman
Menurutnya bahwa teoni pilihan rasional merupakan “ tindekan resional”
dari seorang individu atau aktor untuk melakuken sumtu tindskan
berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan itu ditentukan oleh nila ztau pilihan
Bentuk turunannya dan pilihan politik menurut Dan Nimmo adzlah dengan
pemberian suara. Nimmo mengkelompokkan pilihan tersebut dalem empa
kategori yaitu; pertama, pemberian suara rasional, vaitu proses penemuan
pilihan tidak semata didasarkan pada atau hanya untuk kepentingan pribad
tetapi lebih mempertimbangkan pada kepentingan umum = Kedus
Pemberian suara reaktif adalah proses penentuan pilihan lebih dikarenskan
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atan emosonsl dengan seseorang atu panai pengusung Ketiga,
mmrﬁ;‘oﬂﬁﬁyzhimmmpmhmnmmn?m
bersifat smpermamens atan ndak tetap, karena ia dapat berubah (sesuai
situasi dan kepentingan) Kemudian yang terzkhir adalzh Pemberian suara
akuf yaitu proses penentuan pilihan dengan keterbbatan aktif untuk
melskuken interpretasi terhadap peristiwa, isu, partai, dan personalitas,
sehingga penetspen. memyusun serta menerima serangkain pilihan yang
diberikan'

Kevenderungan pemilh yang mengedepankzn sentimen etnis dapat
dikategorikan dalam beberarapa perimbengan tersebut  Karena
menyanghut skap rasional atzu tdak it sangat relatif kita mehhatnya
Kemudian pifihan terhadsp sentimen etmis juga boleh jadi timbul sebagai
bentuk respoa terhadap stuas vang berkembang sehingga seseorang atau
sekelompok orang dapat szia secara cepat berubzh-ubzh sikap politiknya
Terlepas dan perbedasn persfeknif vang dapat s2ja muncul dalam membaca
teori-teon tersebut. yang jelas teori-teori yang dikemukakan hemat penelin
telah memadai untuk menerangken faktor-fzkior yang mempengaruhi dalam
preferensi politik, baik di tingkat efit maupun pemilth grass root

F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian

Penelitian il termasuk kategon penclitian kualitatif Ada beberapa
alasan mengapa digunakan pendekatan kuabitan{ dalam penelinan m
Pertama_ penelitian ini dimaksudkan untuk memahami permasalzhan yang
timbul dan interaksl sosal delam  semmg  alamizhnya, dan
menginterpretasikan fenomena i  berdasarkan pengamatan  dan
pemaknaan yang diberikan informan.
kompleksitas situasi yang beragam Oleh karena i, kajian terhadap

! Ambo Upe. (2008), Sossodogy Polint Komtewpoeyr, bal 113
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sebuah fenomena harus dilakukan dengan menganalisa konteks yang

mengitarinya, dan ini hanya mungkin dilakukan dengan pendekatan
kualitatif

LoKasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Pontianak Kota Pontianak
merupakan Ibukota Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari 6 (enam)
kecamatan dan terbagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) kelurahan dengan
luas 107,82 km? . Kota Pontianak terletak pada Lintasan Garis
Khatulistiwa dengan ketinggian berkisar antara 0,10 meter sampai 1.50
meter diatas permukaan laut.

Kota Pontianak dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai
Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar = 400 meter, kedalaman
air antara 12 s/d 16 meter, sedangkan cabangnya mempunyai lebar 250
meter. Dengan demikian Kota Pontianak terbagi atas tiga belahan yakni :

- Belahan Utara dengan Kecamatan Pontianak Utara

- Belahan Timur dengan Kecamatan Pontianak Timur

- Belahan Selatan dengan Kecamatan Pontianak Selatan

- Belahan Barat dengan Kecamatan Pontianak Barat

- Belahan Tenggara dengan Kecamatan Pontianak Tenggara

- Bagian Kota dengan Kecamatan Pontianak Kota

Penelitian ini dilakukan pada 6 (enam) kecamatan. Penduduk kota
Pontianak terdiri dari berbagai etnis, yaitu Melayu, Tionghoa, Jawa,
Bugis, Dayak dan lainnya. Demikian pula para kandidat calon walikota
Pontianak yang berjumlah 7 (tujuh) pasangan Calon-calon tersebut
berasal dari beberapa etnis, misalnya . Melayu berpasangan dengan
Melayu, Melayu berpasangan Tionghoa, Melayu berpasangan dengan

Madura, dan Tionghoa berpasangan dengan Bugis. Dari 7 (tujuh)
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pasangan calon walikora p

ontianak, 6 (enam) pasangan calon walikota

beragama Islam (Muslim) dan | (satu) calon beragama Konghuchu

Teknik Pengumpulan Daga

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu
manusia/orang dan bukan manusia. Sumber data sebagai subyek dan
informan kunci (key Informants). Sedangkan sumber data bukan manusia
berupa dokumen yang relevan dengan masalah penelitian, seperti gambar,
foto, koran, majalah, tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan masalah
penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga)
teknik yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi,
wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus. Observasi
dilakukan secara non partisipan, di mana peneliti berperan hanya sebagai
pengamat fenomena yang sedang diteliti. Teknik ini dimaksudkan untuk
memperoleh data tentang kondisi obyektif dari masyarakat yang diamati,
lingkungan social, serta perilaku subyek penelitian berkaitan dengan
potensi konflik politik.

Sedangkan wawancara yang digunakan  adalah wawancara
mendalam (in-depth interview). Wawancara dilaksanakan terhadap
informan. Informan utama dalam penelitian ini tokoh-tokoh etnik yang
ada di kota Pontianak khususnya, tokoh etnik asal kandidat yang
bertarung dalam Pilwako Pontianak tahun 2008. Selain itu, tokoh etnik
lain yang tidak terlibat dalam Pilwako juga diwawancarai sebagai
pembanding. Penentuan informan didasarkan atas pertimbangan usia tua
dan muda.? Untuk menghindarkan bias jender, pemilihan informan juga
didasarkan jenis kelamin. Diskusi kelompok dilakukan secara terpisah

sesuai dengan tempat tinggal dalam kecamatan dan dibagi berdasarkan

etnis.

: Usia 40 tahun ke atas digolongkan tokoh tua dan 40 tahun ke bawah digolongkan tokoh muda.
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4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat
pengumpumpulan data dan setelah data dikumpulkan. Ada beberapa
model teknik analisis data yang dikemukakan pada pakar peneliti.
Menurut Miles dan Huberman (1984, dikutip dari Rasyid, 2000:
120) analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data dan penarikan
kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penellitian ini
adalah analisis model interaktif meliputi reduksi data, penyajian data dan
verifikas/penarikan kesimpulan. Model ini juga digambarkan oleh Harun
Rasyid dalam bukunya sebagai berikut :

Bagan 1
Analisis Data Model Interaktif

Pengumpula Data Penyajian Data
4
\ 4 Y
Reduksi Data . »| Penarikan Kesimpulan
atau Verifikasi

(Harun Rasyid, 2000 : 70)
Tahapan-tahapan model analisis data interaktif yang akan dilakukan

sebagai berikut :

a. Analisis Selama Pengumpulan Data
Selama kegiatan pengumpulan data berlangsung, peneliti akan

melakukan analisis terhadap data-data yang terkumpul. Peneliti mulai



memisahkan antara data atau jawaban sesuai demgan pertamyaan
penelitian (fokus) dan yang tidak sesuai.

Data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian (fokus) akan
dkelompokkan tersendiri sebelum dilakukan reduksi dan sebagamya.
sedangkan data yang tidak sesuai akan diarsipkan atau disimpan. an
mungkin saja data tersebut akan dapat digunakan nantinya.

. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatiam
pada penyederhanaan, pengabstakan dan trasformasi data “kasar”
yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan Reduksi data
dilakukan terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung
(Harun Rasyid, 200 : 70). Hal ini dimaksudkan agar dipercleh
gambaran yang tajam dan memudahkan peneliti dalam pengkodean

Data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bemtuk wraan
yang merupakan rangkuman dan hasil wawancara dengan aspek-
aspek yang ingin diketahui. Hasil rangkuman disusun secara sistemis
dan difokuskan pada hal yang penting.

. Display Data

Menurut Harun Rayid (2000 : 70) display atan penajian data
adalah seperangkat informasi yang terorganisir yang memungianian
untuk dilakukan penaikan kesimpulan atau pengambian tindakan
Penyajian data yang lebih terfokus dapat berbemtuk nmgiasan
tersruktur, sinopsis, sketsa, kerangka, diagram, atau matriks-matriks
dengan teks.

Dengan demikian, display data atau penyzjian data ditgulan
untuk menampilkan data yang dikumpulkan dan Ganalss
sebelumnya, sehingga membantu peneliti dalam menemuian pela-pola
atau hubungan antara satu dengan lainnya. Hal imi dlakuican dengan
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membuat ringkasan terstruktur, matriks, sketsa-skelsa, SVROPSI.
network dan charts.

- Menarik Kesimpulan/ Verifikasi

Penankan kesimpulan diartikan sebagai penarikan arti dan kaia
yang tampil dengan melibatkan pemshaman peneliti. Bamyak cara
yang dapat digunakan dalam proses ini, antara lain menggunakan
perbandingan secara luas atau khusus, pencatatan pola dan tema
pengelompokan, penggunaan metamor untuk taktik penegasan sepert
triangulasi, pencarian kasus negatif, pengadaan tindak lanjut hal-hal
yang di luar duga serta pemeriksaan hasil-hasil dengan informean
(Harun Rasyid, 2000 : 71).

Penyimpulan data terulis, dengan benmk desknfiif
menggunakan pencatatan pola-pola dan tema, pengelompokan dan
triangulasi dengan pemaknaan interpretasi-interpretasi logis. Apsbila
kesimpulan belum memadai, maka diperlukan pemyajian ulang dengan
cara mencari data lagi dilapangan dan coba interpretasikan dengan
fokus yang lebih terarah.

Verifikasi adalah kegiatan pengoreksian terhadap paparan data
dan kesimpla yang telah dibuat scbelumnya Apabila paparan data
atau kesimpulan tersebut masih ditemukan kejangalan atau ndsk
sesuai dengan fokus penelitian maka akan dilakukan perbaikan atau
penyempurnaannya. Verifikasi merupakan kegiatan akhir dalam
sebuah analisis kualitatif, manakala verivfikasi telah dilaksanakan dan
dilakukan dengan baik, maka kegiatan analisis data dapat dikatakan
berakhir. Aktivitas analisis data merupakan suatu proses mterzksi
antara ketiga komponen analisis. Dan proses analisis merupakan
kegiatan yang kontinyu dari sejak awal sampai kegiatan peneliian



G, Tahap-tahap Kegintan Penelitian
Penelitian ini berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, mulai bulan
September 2008 hingga bulan Nopermber 2008 Tahap-tahap yang ditempuh
dalam melaksanakan penelitian ini meliputi ~ (1) tahap persiapan, (2) tahap
pelaksanaan, dan (3) tahap pembuatan laporan
I Tahap Persiapan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi penyusunan proposal,
diskusi antar anggota tim peneliti guna penyempurnaan proposal yang
selanjutnya akan diseminarkan,
2. Tahap Pelaksanaan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi pengumpulan data,

pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian

3. Tahap Pembuatan Laporan
Pada tahap ini disusun laporan secara tertulis, laporan penelitian dibuat

dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hal ini
dilakukan untuk kepentingan publikasi baik dalam negeri maupun luar

negeri. Hasil penelitian yang berupa laporan penelitian akan diseminarkan.
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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografi

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Pulau
Kalimatan. Bagian barat provinsi ini berbatas dengan Laut Cina Selatzn,
bagian timur berbatasan dengan Kalimantan Timur, bagian tenggzara dengan
Kalimantan Tengah, bagian utara berbatasan dengan Sarawak (Malaysia
Timur) dan bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa Kalimantan Barat
memiliki kawasan yang luasnya 146807 km* atau 7,65% dani luas
keseluruhan kawasan Indonesia.

Pontianak merupakan ibukota provinsi Kalimatan Barat yang terdiri dan
enam kecamatan dan terbagi menjadi 29 kelurahan dengan luzs 107,82 km?
atau 0,073% dari keseluruhan luas Kalimatan Barat. Kota Pontianak terletzk
pada Lintasan Garis Khatulistiwa dengan ketinggian berkisar antara 0,10
meter sampai 1,50 meter di atas permukaan laut. Kota Pontiznzk terletak pada
garis lintang 0° 02' 24" LU - 0° 01° 37° LS dan garis bujur 109° 16’ 25" BT -
109° 23' 04" BT.

Kota Pontianak dibelah menjadi tiga bagian oleh sungai yakni: Sungai
Kapuas Besar, Sungai KapuasKecildanSungaiIdeakdenganlebarhnmg
lebih 400 meter, sedangkan cabangnya mempunyai lebar 250 meter. Tingzi
permukaan tanah dari permukaan laut antara 0,8 ¢/d 1,5 meter kedalaman air
di sungai yang membelah sungai Pontianak berkisar antara 12 s/d 16 meter.

Struktur tanah merupakan lapisan tanah gambut bekas endapan lumpur
Sungai Kapuas. Lapisan tanah liat baru dicapai pada kedalaman 2,4 meter dan
permukaan laut. Kota Pontianak termasuk beriklim tropis dengan sulm yang
tertinggi berkisar antara 28°-32° C dan subu rata—rata pada siang hani 30° C.
Rata—rata kelembapan nisbi dalam daerah Kota Pontianak maksimum 99,58 %
dan minimum 53 % dengan rata—rata penyinaran matahari minimum 53 % dan
maksimum 73 %.
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Secarn administratif Kota Pontianak dibagi menjadi enam kecamatan
yakni:

1. Kecamatan Pontianak Utara

o

Kecamatan Pontianak Timur
Kecamatan Pontianak Selatan
Kecamatan Pontianak Barat

Kecamatan Pontianak Tenggara

N o oW

Kecamatan Pontianak Kota

. Demografi

Berdasarkan catatan Departemen Agama Kota Pontianak, penduduk
Kota ini sebagian besar memeluk agama Islam yakni berjumlah 412.057
orang, disusul Katholik 38.722 orang, Protestan 34.984 orang, Hindu 2.424
orang, Budha 5.134 orang. Sedangkan yang memeluk agama selain kelima

agama tersebut berjumlah 63.490 orang. Jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.1
PENDUDUK MENURUT AGAMA YANG DIANUT DIKOTA
PONTIANAK
Population by Religion Follower in Pontianak City 2008

. . Agama
No Jenis Kejabatan — 0= p 0 "Kaholik  Hindu  Budha  Lainuya
() QO {3 ) [ §) (¢ it
| Pontiacak Selaran  80.526 1188 1130 n? 1607 135
3 Pootianak Timwr 4665 831 1072 wm 1.032 13
3 Ponnanak Barat 158167 837 0248 623 1008 oy
4. Pennazak Kota 2502 1326 4553 04l m 8822
3. Pontasak Utara §0.59< 2387 S 431 378 ERRI Y
6. Pontianak Tenggan - - - - -

Jumlah 2005 412057 MM 38 24N 1M 63490

2004 1381 3197 33 4908 71.481 1.064
QuMcerSource | KaNOr AgaMa K0:a Fontanas
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Kota Pontianak  merupakan kawasan yang dibuka oleh perantau
Keturunan Arab. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kota yang terletak di
kawasan ponisir Kalimatan Barat ini segers menjadi kota yang ramai. Selain
sebagal tempat (ransit orang dan barang dari kawasan lain di Nusantara
menuju kawasan pedalaman, Pontianak juga merupakan pusat pemerintahan
sojuk awal pembukaannya. Oleh karena itu, wajar jika penduduk kota ini

sangut beragam etnisitasnya, Berikut tabel penduduk berdasarkan etnis:

Tabel 2.2
Penduduk Kota Pontianak Berdasarkan Etnik’

—rrr—

S-ulm linnmm Populasi  Persentase (%)
.S;umbus * 14,972 3,22
Cina 106,897 23,02
Jawa 61.770 13,30
Kendayan, Kenayan 4,464 0,96
Melayu Pontianak 113,857 24,51
Darat 3.810 0,82
Madura 47,495 10,23
Pesaguan 4310 0,93
Lainnya 106.857 23,01
Jumlah 464,432 100

Sumber: diolah berdasarkan BPS 2000

: _Dala etnik yang dikeluarkan olch Badan pusat Statistik ini akhimya ditank dan peredaran karena

diprotes olch Masyarakat Dayak. Kepala Badan Pusat Statistik Kalimatan Barat dikenakan hukum

:;131 b(l?: Mulut. Akhimya data tentang etnik hasil sensus penduduk tahun 2000 dilarang untuk
publikasikan.
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Agak berbeda dengan data di atas, berdasarkan situs resmi pemerintzh
Kota Pontianak, komposisi penduduk kota Pontianzk berdasarken etnik

sebagai berikut:

Tabel 2.3

Penduduk Kota Berdasarkan Etnik (versi Pemkot)

Suku Bangsa Persentase (%)
Keturunan Cina 31,24
Melayu 26,05
Bugis 13,12
Jawa 11,67
Madura 6,35
Lainnya 8,57
Jumlah 160

Sumber: http-//pemkot.pontianak go id/sejarah html (200%)

C. Sejarah’

Kota Pontianak bermula dari rombongan Syanf Abdumrzhman Alkadne
membuka hutan di persimpangan tiga Sungai Landzk Sungai Kapuas Keci)
dan Sungai Kapuas pada pada tanggal 24 Rajab 1181 Hijnzh yang berntepatan
pada tanggal 23 Oktober 1771 Masehi. Di tempat nu rombongzaa Syanf

Abdurrahman Alkadrie mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal

Pemukiman baru itu segera berkembang.

Pada tahun 1192 Hijriah, Syarif Abdurrahman Alkadrie dinobarian
sebagai Sultan Pontianak pertama. Letak pusat pemerintahan ditandai dengzn
berdirinya Mesjid Raya Sultan Abdurrahman Alkadrie dan Istanz Kadarizh

* Sumber utama bagian ini adalah website resmi pemerinah Kota Possiansk

(http.//pemkot pontianak go.id/scjarah htm)
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yang sokarang terletak i Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak
Limur. Sefak didirikannya tercatat beberapa sultan yang pernah memerintah di
kesultan Inl yakltu,

I Synrit” Abdarrabman Alkadrio memerintah dari tahun 1771-1808

Syarit Kaslm Alkadrie memerintah darl tahun 1808-1819,

Y. Syarif Osman Alkadrlo memerintah dari tahun 1819-1855

A Syarlf Hamid Alkadrie memerintah dari tahun 1855-1872,

§ Syarif' Yusul’ Alkadrie memerintah dari tahun 1872-1895.

6 Syarif Muhammad Alkadrie memerintah dari tahun 1895-1944.

7. Syaril Thaha Alkadrie memerintah dari tahun 1944-1945,

Syarif Hamid Alkadrie memerintah dari tabun 1945-1950.

Yo

=

Tidak lama setelah sultan Sultan Kerajaan Pontianak dinobatkan, pada
@whun 1194 11 bersamaan tahun 1778 M, kolonial Belanda dari Batavia

(Betawi) mengirim utusannya Petor (Asistent Resident) dari Rembang

bernama Willem Ardinpoln. Sejok saat itu bangsa Belanda berada di

Pontianak. Belanda diberikan tempat oleh Sultan Pontianak pihak di seberang
Keraton Pontianak yang terkenal dengan nama Tanah Seribu (Verkendepaal).
Secara resmi pada tanggal 5 Juli 1779, pihak Belanda membuat perjanjian
(Politick Contract) dengan Sultan Pontianak tentang penduduk Tanah Seribu
(Verkendepaal) untuk dijadikan tempat kegiatan Belanda. Seterusnya tempat
itu menjadi kedudukan Pemerintah Resident het Hoofd Westerafdeeling van
Borneo, dan Asistent Resident het Hoofd der Afdeeling van Pontianak.
Selanjutnya Controleur het Hoofd Onderafdeeling van Pontianak/Hoofd
Plaatselijk Bestur van Pontianak membawahi Demang het Hoofd der Distrik
van Pontianak (Wedana) Asistent Demang het Hoofd der Onderdistrik van
Siantan (Ass. Wedana/ Camat) Asistent Demang het Hoofd der Onderdistrik
van Sungai Kakap (Ass. Wedana/Camat) berada dibawah kekuasaan Asistent
Resident het Hoofd der Afdeeling van Pontianak (semacam Bupati KDH Tk.

I Pontianak).
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Sementara itu didirikan Plaatselijk Fonds yang merupakan badan yang
rrfengelola dan mengurus Eigendom (milik) Pemerintah dan keuangan yang
diperoleh dari: Pajak, Opstalperceelen, Andjing Reclame, minuman keras dan
retribusi pasar, penerangan jalan, semuanya berdasarkan
Verordening/Peraturan yang berlaku. Daerah kerja Platselijk Fonds adalah
daerah Verkendepaal (Tanah Seribu). Pimpinan Plaatselijk Fonds terdiri dari:
Voorziter (Ketua) Beheerder Staadfonds (Pimpinan selain Voorzier),
Sekretaris. Behercomisie dibantu beberapa Comisieleden (Pengawasan)
Plaatselijk Fonds, setelah pendaratan Jepang, praktis terhenti, terkecuali soal
kebersihan, dan bekerja kembali dengan pimpinan tentara Jepang, setelah
masuk tenaga sipil Jepang dan adanya Kenkarikan (semacam Asisten

Resident) Jepang, maka Platselijk Fonds dihidupkan kembali berganti nama
shintjo yang dipimpin orang Indonesia yaitu Alin. Bp. Muhammad
Abdurrachman sebagai shintjo. Untk menyelenggarakan pemerint
an nama Jepang

ahan sipil
Demang dan Asisten Demang tetap dipertahankan deng

guntjo.

Berdasarkan Besluit Pemerintah Kerajaa
1946 No. 24/1/1940 PK yang disahkan/Goedgskeurd de Resident der
r. J Van Der Swaal) menetapkan sementara

n Pontianak tanggal 14 Agustus

Westerafdeeling van Borneo (D
sebagai Syahkota pertama adalah R. Soepardan. Syahkota melakukan serah

terima harta benda dan keuangan Platselijk Fonds pada tanggal 1 Oktober

1946 dari Staats Fonds Muhammad Abdurrachman. Masa jabatan Syahkota R.

Soepardan 1 Oktober 1946 dan berakhir awal tahun 1948. Selanjutnya

berdasarkan penetapan Pemerintah Kerajaan Pontianak diangkat Ads. Hidayat,

n Burgermester Pontianak sampai tahun 1950.

dengan jabata
Stadsgemneente bersifat sementara, maka Besluit

Pembentukan
ah Kerajaan Pontianak tanggal 14 Agustus 1946 No. 24/1/1946/KP

Pemerint
dengan Undang-Undang Pemerintah

diubah dan diperhatikan kembali
Kerajaan Pontianak tanggal 16 September 1949 No. 40/1949/KP memutuskan

mulai dari tanggal Peraturan ini berlaku maka Keputusan Pemerintah Kerajaan

Pontianak bertanggal 14 Agustus 1946 No. 24/1/1946/KP diubah dan
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ﬁg’::i:::::ad"a:e::r::;zzfr: unde'lng-undang ini fiisebut Peraturan Pemerintah
emerintah kota Pontianak. Sedangkan perwakilan
rakyat disebut Dewan Perwakilan Penduduk Kota Pontianak.

Walikota pertama ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Pontianak adalah
Ny. Rohana Muthalib, sebagai wakil Walikota Pontianak, dan apa sebab
kedudukannya sebagai Wakil Walikota Pontianak, mengingat pasal 25 dari
U.U. Ketua Pontianak sebagai Walikota hanya dapat diangkat lelaki yang
menurut keputusan Hakim.

Soemartoyo diangkat sebagai pengganti Ny. Rohana Muthalib sebagai
Walikota Besar Pontianak, mengingat peralihan Kekuasaan Swapraja
Pontianak kepada Bupati/Kabupaten Pontianak tidak termasuk, maka
Pemerintah Daerah Kota Besar Pontianak berstatus Otonom.

Sesuai dengan perkembangan Tata Pemerintahan, maka dengan Undang-

Darurat Nomor 3 Tahun 1953, bentuk Pemerintahan Landschap

Undang
asa ini Urusan

eente, ditingkatkan menjadi Kota Praja Pontianak. Pada m

Gem
um dan Urusan

Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Um
Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah).
Selanjutnya perkembangan Pemerintah Ko
butannya yaitu dengan berdasarkan Undang
Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 dan Peneta
1960, Instruksi Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 1964 dan Undang Undang

No. 18 Tahun 1965, maka berdasarkan Surat Keputusan DPRD-GR Kota Praja
Pontianak No. 021/KPTS/DPRD-GR/65 tanggal 31 Desember 1965, nama

Praja Pontianak diganti menjadi Kotamadya Pontianak.
Undang-Undang No.5 Tahun 1974, maka

h menjadi Kotamadya Daerah

ta Praja Pontianak berubah
-Undang No. 1 Tahun 1957

dan se
pan Presiden No.5 Tahun

Kota
Kemudian dengan

n/nama Kotamadya Pontianak beruba
t 11 Pontianak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik
at 11 Pontianak menjadi

sebuta
Tingka

tentang Pemerintah di

Indonesia merubah sebutan untuk Pemerintah Tingk

sebutan Pemerintah Kota Pontianak.
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Adapun - .
pun nama-nama Kepala Wilayah yang pernah memerintah di Kota

Pontianak adalah sebagai berikut -

Nama-Nama KepaT: t{;l - i

ilayah Kota Pontianak

Nama Status Wilayah Ta!)un

Pemerintahan

R. Soepardan Syahkota Pontianak 1947-1948
Ads. Hidayat Burgemester Pontianak 1948-1950
Ny. Rohana Muthalib Burgemester Pontianak 1950-1933
Soemartoyo Kotapraja 1953-1957
A. Muis Amin Kotapraja 1957-1967
Siswoyo Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak 1967-1973
Muhammad Barir ,SH. Kotamadya Daerah Tingkat Il Pontianak 1973-1978
T.B. Hisny Halir Kotamadya Dacrah Tingkat II Pontianak 1978-1983
H. A. Majid Hasan Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak 1983-1993
R.A. Siregar, S.Sos Kotamadya Dacrah Tingkat II Pontianak 1993-1999
dr. H. Buchary A Kota Pontianak 1999-2003
dr. H. Buchary A Kota Pontianak 2003-2008
H. Sutarmidji, SH, M.Hum’ _ Kota Pontianak 2008-2013

Sumber: http://pemkot.pontianak.go.id/sejarah_html (2008) dengan penyesuaian
hasil pilwako terbaru.

D. Dinamika Etnik di Kota Pontianak
sebagai cikal bakal kota Pontianak terletak pada

Kesultanan Pontianak
as dan Landak merupakan tempat yang

pertemuan aliran sungai Kapu
menghubungkan pedalaman Kalimantan Barat dengan kawasan pesisir. Selain
itu, Pontianak dikelilingi oleh sejumlah ke
berdiri, seperti kerajaan Sambas dan Mempawah di Utara; kerajaan Sukadana,

rajaan yang relatif sudah lama

Matan, Tanjung Pura, Simpang dan Kubu di Selatan. Sementara itu, di

3 §
Walikota terpilih dalam Pilwako tahun 2008






